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Abstract

The development of the Indonesian 
natural rubber value chain is still faced with 
various problems and impacts multiple actors 
involved along the value chain. This study 
provides an overview of the governance 
structure of the natural rubber value chain in 
Jambi Province, one of Indonesia's central 
rubber-producing provinces. The study uses 
data from a survey of 118 actors involved in 
the rubber value chain, including 100 farmers, 
11 intermediaries, four auction market/UPPB 
administrators, and three representatives of 
crumb rubber factories. Data analysis uses 
mapping analysis and value chain 
governance. The study results show that the 
natural rubber value chain in Jambi Province 
is a complex system involving a diverse range 
of actors: farmers, auction markets/UPPB, 
small traders, large traders, crumb rubber 
factories, exporters, and end consumers. 
Each actor along the value chain has different 
activities and produces products that provide 
added value. Furthermore, the governance 
structure is best described as market-based, 
characterized by low transaction complexity, 
high levels of information codification, and 
relatively strong supplier capabilities. These 
findings underline the need for enhanced 
institutional support and policy intervention to 
move toward more integrated and inclusive 
value chain governance in the region.  the 
results of the governance analysis show that 
the governance of the natural rubber value 

chain is categorized as market governance 
with low information complexity, high 
information codification and supplier 
capabilities.

Keywords: global value chain, natural rubber, 
mapping, governance

Abstrak

Pengembangan rantai nilai karet 
alam Indonesia masih dihadapkan pada 
berbagai permasalahan dan memberikan 
dampak kepada berbagai aktor yang terlibat 
di sepanjang rantai nilai. Penelitian ini 
memberikan gambaran mengenai struktur 
tata kelola rantai nilai karet alam di Provinsi 
Jambi sebagai salah satu provinsi penghasil 
karet utama di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan data dari kegiatan survei 
terhadap 118 aktor yang terlibat di dalam 
rantai nilai karet meliputi 100 orang petani, 
11 orang pedagang perantara, 4 orang 
pengurus pasar lelang/UPPB, dan 3 orang 
mewakili pabrik karet remah. Analisis data 
menggunakan analisis pemetaan dan tata 
kelola rantai nilai. Hasil studi menunjukkan 
bahwa rantai nilai karet alam di Provinsi 
Jambi melibatkan beberapa aktor yaitu 
petani, pasar lelang/ UPPB, pedagang kecil, 
pedagang besar, pabrik karet remah, 
eksportir, dan konsumen akhir. Setiap aktor 
di sepanjang rantai nilai memiliki aktivitas 
dan menghasilkan produk yang berbeda 
yang  membe r i kan  n i l a i  t ambah .  
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Selanjutnya, hasil analisis tata kelola 
menunjukkan bahwa tata kelola rantai nilai 
karet alam dikategorikan sebagai tata kelola 
market dengan kompleksitas informasi 
rendah, kodifikasi informasi dan kapabilitas 
pemasok yang tinggi. Hasil studi ini 
menggarisbawahi perlunya dukungan 
kelembagaan dan intervensi kebijakan yang 
lebih baik untuk bergerak menuju tata 
kelola rantai nilai yang lebih terintegrasi dan 
inklusif di Provinsi Jambi.

Kata kunci: rantai nilai global, karet alam, 
pemetaan, tata kelola 

PENDAHULUAN

Karet alam merupakan salah satu 
komoditas perkebunan yang memiliki pasar 
luas di dalam perdagangan global karena 
merupakan bahan baku untuk berbagai 
industri berbasis karet alam. Di dalam 
perdagangan karet global, Indonesia 
memegang peranan penting karena 
merupakan negara produsen terbesar kedua 
setelah Thailand. Partisipasi Indonesia di 
dalam rantai nilai karet global memberikan 
manfaat bagi perekonomian nasional. Karet 
menjadi salah satu komoditas penghasil 
devisa negara dan sumber penghidupan bagi 
jutaan petani karet di pedesaan sehingga 
dapat mengurangi laju urbanisasi, serta 
sebagai penyedia lapangan kerja bagi buruh 
pabrik karet (Syaffendi et al. 2013). 

Berdasarkan data Dekarindo  (2023) 
diketahui bahwa selama tahun 2014-2022 
terjadi penurunan produksi karet nasional 
sebesar 0,1% per tahun. Penurunan 
produksi nasional selama periode tersebut 
diikuti oleh penurunan volume ekspor karet 
nasional. Hal ini akan mempengaruhi posisi 
dan partisipasi Indonesia di dalam rantai 
nilai global karet. Penurunan produksi dan 
volume ekspor nasional ini disebabkan oleh 
beberapa permasalahan yang masih ditemui 
pada rantai nilai karet alam Indonesia mulai 
dari rendahnya produktivitas, serangan 
penyakit, konversi ke komoditi lain, 
beragamnya mutu bahan olah karet yang 
dihasilkan, rendahnya harga karet yang 
diterima petani, dan lain-lain (Santoso, 2018; 
Andelia & Antoni, 2022).  Oleh karena itu, 
peningkatan produktivitas, peningkatan 
mutu bahan olah karet, perbaikan rantai 
pasok yang lebih efisien, serta upaya-upaya 
peningkatan nilai tambah merupakan 

strategi yang perlu terus dilakukan untuk 
menjaga daya saing karet alam Indonesia di 
tingkat global. 

Provinsi Jambi merupakan provinsi 
penghasil karet terbesar kedua di Indonesia 
setelah Provinsi Sumatera Selatan. Pada 
tahun 2022, luas areal perkebunan karet di 
Provinsi Jambi mencapai 422 ribu hektar 
dengan produksi mencapai 317 ribu ton 
(Ditjenbun 2022). Perkebunan karet di 

Provinsi Jambi didominasi oleh perkebunan 
rakyat yang meliputi 98% dari total areal 
karet sedangkan sisanya dimiliki oleh 
perkebunan besar swasta. Produksi karet 
dari perkebunan rakyat berkontribusi 
sebesar 99% terhadap total produksi karet di 
Provinsi Jambi sehingga perkebunan rakyat 
memegang peranan penting dalam 
perkembangan industri karet di Provinsi 
Jambi. 

Ketidakstabilan pasar pada komoditas 
karet dalam beberapa tahun terakhir turut 
berdampak pada kehidupan petani karet. 
Permasalahan di dalam rantai nilai karet di 
Provinsi Jambi masih ditemukan. Hasil 
penelitian Kopp et al. (2017) membuktikan 
adanya indikasi yang kuat bahwa 
perusahaan pengolah karet memiliki 
kekuatan pasar dan menggunakannya 
untuk mengatur harga yang mereka 
bayarkan kepada pemasok. Terdapat 
transmisi harga yang asimetris, dimana jika 
harga internasional turun, harga beli di 
tingkat pabrik akan turun jauh lebih cepat 
dibandingkan saat terjadi kenaikan harga 
yang besar. Hal ini menyebabkan petani 
karet kehilangan pendapatan sebesar 7 
persen. 

Selanjutnya, hasil studi – Kopp & 
Sexton (2019) menemukan bahwa pedagang 
desa dan pengolah karet memiliki pengaruh 
pembelian yang moderat terhadap petani 
dan pedagang perantara. Studi yang 
dilakukan Yanita et al. (2021) untuk melihat 
transmisi harga pada pasar lelang di Provinsi 
Jambi menunjukkan bahwa petani hanya 
menerima 40-60% dari bagian harga 
penjualan karetnya di pasar lelang. 
Perubahan harga pada tingkat ekspor hanya 
ditransmisikan sedikit sekali kepada petani, 
dan pengaruhnya terhadap petani tidak 
terlalu besar. Kondisi ini menyebabkan 
petani sebagai salah satu aktor yang terlibat 
di dalam rantai nilai memiliki posisi tawar 
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Tata Kelola Rantai Nilai Global Karet Alam di Provinsi Jambi

yang lemah (assimetry power di dalam rantai 
nilai) dan hanya menerima bagian harga 
yang rendah. 

Berdasarkan hasi l  penel it ian-
penelitian tersebut diketahui bahwa perlu 
perbaikan tata kelola rantai nilai karet alam 
mulai dari tingkat koordinasi, asimetri 
kekuatan, dan derajat integrasinya. 
Perbedaan kekuatan pasar dan hubungan 
ketergantungan memiliki dampak yang jelas 
pada tata kelola dalam rantai nilai. Dengan 
demikian, analisis rantai nilai merupakan 
kunci untuk menggambarkan rantai nilai 
global karet alam di Provinsi Jambi. 
Kerangka kerja rantai nilai global 
me m u n g k in k an  s e s e o r a n g  u n tu k  
memahami bagaimana industri global diatur 
dengan memeriksa struktur dan dinamika 
berbagai aktor yang terlibat dalam industri 
tertentu. Dalam perekonomian global saat 
ini dengan interaksi industri yang sangat 
kompleks, metodologi  rantai  ni lai  
merupakan alat yang berguna untuk 
menelusuri perubahan pola produksi global, 
menghubungkan aktivitas dan pelaku yang 
tersebar secara geografis dalam satu 
industri, dan menentukan peran yang 
mereka mainkan di negara berkembang 
(Gereffi & Lee, 2016).

Untuk  mengatas i  tantangan-
tantangan yang ditemui pada rantai nilai 
global karet alam di Provinsi Jambi, perlu 
dilakukan evaluasi terhadap rantai nilai 
karet alam melalui studi dengan pendekatan 
yang lebih komprehensif yang melibatkan 
semua aktor di dalam rantai nilai. Penelitian 
ini bertujuan untuk 1). memetakan rantai 
nilai global karet alam di Provinsi Jambi dan 
2). menganalisis struktur tata kelola rantai 
nilai karet alam di Provinsi Jambi. Penelitian 
ini merupakan pengembangan dari studi 
sebelumnya yang dilakukan pada lingkup 
Kabupaten Batang Hari. Penelitian saat ini 
memperluas cakupan analisis ke tingkat 
Provinsi Jambi untuk memperoleh 
gambaran yang lebih menyeluruh dan 
generalisasi hasil yang lebih kuat. Hasil 
studi ini dapat memberikan rekomendasi 
kebijakan berdasarkan pembuktian 
(evidence-based policy) yang relevan bagi 
pengambil kebijakan untuk pengembangan 
rantai nilai karet di Provinsi Jambi. 

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan dengan 
metode survei di dua kabupaten sentra karet 
di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Batang 
Hari dan Kabupaten Muara Jambi. Data 
Ditjenbun (2022) menunjukkan bahwa dari 
segi luasan, luas perkebunan karet rakyat di 
Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten 
Muara Jambi pada tahun 2021 masing-
masing 18,6% dan 8,7% dari total luasan 
perkebunan rakyat di Provinsi Jambi. Selain 
itu, dari segi produksi, perkebunan karet 
rakyat Kabupaten Batang Hari dan 
Kabupaten Muara Jambi masing-masing 
memberikan kontribusi sebesar 21,2% dan 
9,6%  terhadap total produksi perkebunan 
rakyat di Provinsi Jambi. Selanjutnya, dua 
kabupaten inimerupakan dua kabupaten 
sentra karet di Provinsi Jambi yang memiliki 
beberapa pola rantai nilai yaitu pemasaran 
melalui pasar lelang/UPPB dan penjualan 
langsung ke pedagang yang dianggap 
mewakili pola rantai nilai karet alam di 
Provinsi Jambi sehingga dipilih sebagai 
lokasi penelitian. Pengembangan UPPB/ 
Pasar lelang di dua kabupaten ini cukup 
pesat dibandingkan kabupaten sentra karet 
lainnya di Provinsi Jambi. Pengambilan data 
dilakukan pada bulan Agustus-September 
2024.  Data yang dikumpulkan meliputi 
data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari 118 aktor yang terlibat di 
dalam rantai nilai karet meliputi 100 orang 
petani, 11 orang pedagang perantara, 4 
orang pengurus pasar lelang/UPPB, dan 3 
orang mewakili pabrik karet remah. Petani 
dipilih menggunakan metode purposive 
sampling dengan kriteria petani yang 
memproduksi dan menjual bahan olahan 
karet rakyat (bokar). Untuk responden 
l a innya  sepe r t i  pedagang ,  pasar  
lelang/UPPB, prosesor dan eksportir 
ditentukan dengan metode snowball 
sampling agar alur dan aktor rantai nilai 
yang terlibat dapat ditentukan secara 
akurat. Selanjutnya, data sekunder 
diperoleh dari publikasi yang relevan dengan 
kegiatan penelitian ini seperti data statistik 
dari Kementrian Pertanian, Badan Pusat 
Statistik, Gapkindo, Dekarindo, serta 
publikasi hasil penelitian terdahulu.

Analisis pemetaan rantai nilai 
dilakukan dengan analisis deskriptif secara 
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kualitatif dan kuantitatif menggunakan 
pendekatan dari ACIAR (2012). Analisis tata 
kelola menggunakan pendekatan dari Gereffi 
(2005). Tipe tata kelola (governance) terdiri 
dari lima yaitu market, modular, relational, 
captive, dan hierarchy (Gambar 1). Untuk 
menentukan tipe tata kelola ditentukan 
dengan memperhitungkan tiga variabel 

yaitu kompleksitas informasi dan transfer 
pengetahuan antar aktor agar transaksi 
dapat berjalan (complexity), sejauh mana 
kompleksitas ini dapat dikurangi dengan 
kodifikasi (codified), dan apakah pemasok 
memiliki kemampuan yang diperlukan 
untuk memenuhi persyaratan pembeli 
(capability). 

Karakteristik kompleksitas dalam tata 
kelola rantai nilai diidentifikasi sebagai 
kompleksitas dalam bentuk transfer 
informasi dan pengetahuan yang diperlukan 
dalam melakukan aktifitas transaksi, 
terutama yang terkait dengan spesifikasi 
produk serta proses produksinya, yang 
kemud ian  t e rka i t  dengan  harga .  
Karakter is t ik  kodi f ikasi  mencakup 
kemampuan untuk menerjemahkan 
kemauan  konsumen  be rdasarkan  
spesifikasi khusus. Secara sederhana, 
karakteristik kodifikasi adalah kemampuan 
produsen dalam memperbanyak suatu 
barang yang diinginkan oleh pihak 
konsumen. Sedangkan karakteristik 
kapabilitas dikonseptualisasikan sebagai 
kapabilitas dari pihak pemasok, yang dalam 
hal ini sangat dipengaruhi oleh cara 
pandang dan kriteria dari pihak pembeli, 
sehingga tercipta suatu hubungan dalam 
bentuk transaksi. Kapabilitas pemasok 
meliputi keterampilan dan kemampuannya 

dalam memenuhi keinginan pihak pembeli 
baik dalam jangka panjang ataupun jangka 
pendek. Hasil analisis dari ketiga variable ini 
akan menentukan apakah variabel tersebut 
dinilai tinggi atau rendah oleh para aktor. 
Kombinasi dari ketiga nilai variabel ini akan 
menentukan tipe tata kelola rantai nilai 
karet alam yang mencerminkan tingkat 
koordinasi eksplisit dan asimetri kekuasaan 
antara pembeli dan pemasok (Tabel 1). 

Analisis skala Likert digunakan untuk 
mengukur persepsi para aktor terhadap 
struktur tata kelola rantai nilai. Setiap 
jawaban dibobotkan dengan mengalikannya 
dengan skor Likert untuk menghasilkan 
total skor (jumlah responden dikalikan 
dengan skor Likert). Nilai kategori akan 
ditentukan dari kombinasi tiga variabel 
penentu yang dibagi menjadi dua, yaitu 
tinggi dan rendah, dengan menghitung 
indeks skor persentase. Rumus perhitungan 
adalah sebagai berikut:

Agustina, Nurmalina, Fariyanti, dan Burhanuddin

(1)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan rantai nilai karet alam di 
Provinsi Jambi

Analisis pemetaan merupakan tahap 
awal dalam menjelaskan rantai nilai. Proses 
pemetaan dilakukan untuk memperoleh 
gambaran umum tentang beberapa 
indikator yang terkait dengan rantai nilai, 
meliputi aktor yang terlibat, proses inti atau 
kegiatan utama masing-masing aktor, dan 
persentase volume produk. Masing-masing 
indikator tersebut dapat memberikan 
gambaran awal untuk dapat melakukan 
tahap analisis selanjutnya berupa analisis 
tata kelola.

Berdasarkan analisis rantai nilai, 
terdapat lima aktivitas inti dalam rantai nilai 
global karet alam di Provinsi Jambi yaitu 
produksi, pascapanen dan pengolahan awal, 
pemasaran, pengolahan lanjutan, dan 
perdagangan (Gambar 2). 

Rantai nilai global karet alam dimulai 
dari tahap produksi di tingkat petani yang 
menghasilkan lateks dengan bantuan input 
seperti bahan tanam, pupuk, herbisida, dan 
tenaga kerja. Lateks dihasilkan dari kegiatan 
penyadapan kemudian melalui tahap 
pascapanen diolah di tahap awal menjadi 
slab atau lum mangkok (cup lump). 
Selanjutnya, slab atau lum mangkok yang 
dihasilkan dipasarkan oleh petani melalui 
kelompok tani/Koperasi/UPPB, pedagang 
pengumpul, dan pedagang besar. Di tahap 
industri pengolahan, slab atau lum 

mangkok kemudian diolah menjadi karet 
remah dan diperdagangkan dalam bentuk 
Standard Indonesian Rubber 20 (SIR20) yang 
menjadi bahan baku utama dalam 
pembuatan ban.

a. Produksi

Petani karet di lokasi penelitian 

memiliki luas areal karet menghasilkan rata-

rata sebesar 2,17 hektar. Lahan karet ini 

dikelola oleh petani yang rata-rata berumur 

51 tahun dan memiliki pengalaman 

usahatani karet yang cukup lama yaitu 

selama 23 tahun. Meskipun telah memiliki 

pengalaman berkebun karet cukup panjang, 

tingkat pengetahuan petani terhadap teknis 

budidaya karet mulai dari penggunaan bibit 

unggul, teknis penanaman, pemeliharaan, 

dan penyadapan masih tergolong rendah. 

Demikian pula halnya dengan tingkat adopsi 

teknis budidaya yang dilaksanakan belum 

sepenuhnya menjalankan teknis budidaya 

sesuai rekomendasi. Tingkat pengetahuan 

dan adopsi petani pada aktivitas produksi di 

Provinsi Jambi ditampilkan pada Tabel 2. 

Data pada Tabel 2 menunjukkan 
bahwa sebanyak 51% dari petani telah 
menggunakan bahan tanam okulasi 
sedangkan sisanya masih menanam bibit 
seedling. Meskipun hampir sebagian petani 
telah menanam bibit unggul, namun hanyak 
sebanyak 23% petani yang mengetahui 

Tata Kelola Rantai Nilai Global Karet Alam di Provinsi Jambi

93



Agustina, Nurmalina, Fariyanti, dan Burhanuddin

jenis-jenis klon karet dan hanya terbatas 
pada beberapa jenis klon saja.  Jenis klon 
yang banyak ditanam petani di lokasi 
penelitian adalah GT 1 dan PB 260. 
Selanjutnya, untuk aktivitas pemeliharaan, 
hanya 25% dari petani yang masih 
melakukan aktivitas pemupukan tanaman 
karetnya. Pengendalian hama dan penyakit 
tanaman karet hanya dilakukan oleh  
masing-masing 17% dan 21% dari total 
responden. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat adopsi klon serta aktivitas 

pemeliharaan di tingkat petani masih 
rendah. Produktivitas yang dicapai belum 
optimal karena tanaman banyak yang sudah 
tua dan petani sudah tidak melakukan 
pemupukan sesuai dosis dan frekuensi yang 
direkomendasikan. Biaya pemupukan yang 
dibutuhkan tidak seimbang dengan 
pendapatan yang diperoleh dari produksi 
karet, terlebih setelah kenaikan harga 
pupuk dan pembatasan penggunaan pupuk 
bersubsidi  o leh pemerintah serta 
menurunnya harga karet di tingkat petani. 
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a. Pasca panen dan pengolahan awal
Lateks dari tanaman karet dihasilkan 

dari kegiatan penyadapan yang dilakukan 
oleh petani.  Kegiatan penyadapan 
merupakan kegiatan melukai atau mengiris 
kulit batang tanaman karet agar dapat 
menghasilkan lateks. Sistem penyadapan 
hendaknya mampu menghasilkan lateks 
yang banyak, biaya murah, dan tidak 
mengganggu kesinambungan produksi 
tanaman. Oleh karena itu pelaksanaan 
penyadapan harus mengikuti aturan dan 
norma yang benar agar penyadapan dapat 
dilakukan selama 25 - 30 tahun. 

Frekuensi penyadapan adalah jumlah 
penyadapan yang dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu. Penentuan frekuensi 
penyadapan sangat erat kaitannya dengan 
panjang irisan dan intensitas penyadapan. 
Dengan panjang irisan 1/2 spiral (S/2), 
frekuensi penyadapan yang dianjurkan 
secara konvensional untuk karet rakyat 
adalah satu kali dalam 3 hari (d3) untuk 2 
tahun pertama penyadapan, dan kemudian 
diubah menjadi satu kali dalam 2 hari (d2) 
untuk tahun selanjutnya. Menjelang 
peremajaan tanaman, panjang irisan dan 
frekuensi penyadapan dapat dilakukan 
secara bebas. Tingkat pengetahuan dan 
adopsi petani pada aktivitas pasca panen 
dan pengolahan awal ditampilkan pada 
Tabel 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar petani sudah melakukan 
aktivitas penyadapan dengan benar. 
Sebanyak 69% petani sudah melakukan 
penyadapan dengan arah irisan yang benar 
yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. 
Selanjutnya untuk ketinggian buka sadap, 
sebanyak 56% petani sudah melakukan 
penyadapan dengan ketinggian sesuai 
rekomendasi yaitu pada ketinggian 130 cm. 
Sebagian petani (50%) telah melakukan 
penyadapan dengan frekuensi yang benar 
yaitu satu kali dalam 2 hari (d2) karena 
sebagian besar umur tanaman karet mereka 
rata-rata telah berumur lebih dari 20 tahun.  

Lateks yang dihasilkan dari tanaman 
karet ditampung di sebuah mangkok kecil 
yang dililitkan pada pohon karet. Lateks 
tersebut dibiarkan di dalam mangkok 
sampai membeku alami di mangkok. Untuk 

menghindari kehilangan hasil akibat hujan, 
petani memberikan bahan pembeku ke 
dalam mangkok agar lebih cepat membeku. 
Bekuan tersebut dibiarkan di dalam 
mangkok, dan akan dikumpulkan jika 
semua mangkok pada masing-masing 
batang telah penuh. Hasil bekuan lateks ini 
selanjutnya disebut dengan bahan olah 
karet rakyat (bokar) yang merupakan 
produk olahan awal dari tanaman karet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar petani di Provinsi Jambi 
menghasilkan bokar berupa lum mangkok 
(cup lump) (59%) dan slab lump (41%). Petani 
di Provinsi Jambi lebih menyukai untuk 
menghasilkan lum mangkok dibandingkan 
dengan slab lum karena lebih mudah dalam 
pengolahannya. Sebanyak 27% petani tidak 
menggunakan pembeku dalam mengolah 
bokarnya menjadi lum mangkok (beku 
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secara alami di dalam mangkok), sedangkan 
sisanya (72%) menggunakan pembeku 
berupa asam semut (Sintas, Spekta, dan 
cuka para) yang diteteskan ke dalam 
mangkok sadap. Bahan olah karet yang 
dihasilkan di tingkat petani, selanjutnya 
dijual kepada berbagai pihak.

a. Pemasaran
Pemasaran karet dapat dilakukan oleh 

petani secara individu maupun secara 
berkelompok melalui pasar lelang ataupun 
melalui unit pengolahan dan pemasaran 
bokar (UPPB). Karet yang dihasilkan 
selanjutnya dijual kepada pedagang 
pengumpul, pedagang besar, atau langsung 
kepada pabrik karet remah (crumb rubber) 
berdasarkan preferensi dari petani. Petani 
dapat memilih untuk menjual bokar kepada 
pihak yang menawarkan harga lebih tinggi 
karena penjualan yang dilakukan tidak 
bersifat mengikat. 

Sebanyak 52% penjualan bokar di 
Provinsi Jambi melalui UPPB/ pasar lelang 
dan 48% melalui pedagang perantara (toke). 
Petani yang menjual bokarnya melalui 
UPPB/pasar lelang rata-rata memperoleh 
harga sebesar Rp 12.415 per kilogram dan 
petani yang menjual bokarnya melalui 
pedagang perantara memperoleh harga rata-
rata sebesar Rp 11.101 per kilogram. 
Terdapat perbedaan harga sekitar Rp 1.000 
per kilogram antara pemasaran melalui 
pasar lelang/UPPB dibandingkan dengan 
pemasaran melalui toke. Hal ini sejalan 
dengan beberapa hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa pemasaran bokar 
melalui UPPB, kelompok, dan koperasi 
memberikan pendapatan yang lebih baik 
dibandingkan jika petani menjual bokarnya 
secara sendiri-sendiri (Azmi et al., 2018; 
Maulinda & Afriyatna, 2024).

b. Pengolahan lanjutan
Bokar yang dikirim ke pabrik karet 

remah selanjutnya di olah lebih lanjut 
menjadi SIR 20 melalui beberapa tahapan 
kegiatan. Hanya bokar yang memenuhi 
standar mutu bokar yang dibeli oleh pabrik. 
Bokar diterima di pintu pabrik melalui 
bagian pembelian bokar untuk dilakukan 
pengecekan mutu dan penimbangan bobot 
serta kadar karet kering (KKK). Harga rata-
rata yang diterima pedagang dari pihak 
pabrik adalah Rp 14.575 per kg.

Penghitungan kadar karet kering di 
tingkat pabrik dilakukan di laboratorium 
pabrik dengan metode sesuai standar. 
Setelah melalui tahap sortasi, bokar masuk 
ke tahap pengolahan menjadi SIR 20 
meliputi pencucian dan pengecilan ukuran 
bahan baku, penggantungan (pengeringan 
udara), peremahan, pemanasan, dan 
pengep r e san/pengempaan  h ingga  
dihasilkan bongkahan karet kering. 
Bongkahan karet kering karet selanjutnya 
dibungkus rapi dalam plastik polietilen dan 
siap untuk didistribusikan. Sebelum 
didistribusikan, produk olahan SIR 20 diuji 
mutunya  d i  l abo ra t o r ium un tuk  
memastikan standar mutu SIR 20 yang 
diinginkan oleh pembeli telah terpenuhi. 

c. Perdagangan 
Karet alam yang telah diproses 

selanjutnya diperdagangkan dalam bentuk 
Technically Specified Rubber (TSR) grade 
Standard Indonesian Rubber (SIR 20). Pada 
tingkat ekspor, pabrik pengolahan 
mendapatkan harga sesuai dengan harga 
karet dunia (TSR20) yang berlaku yang 
dikonversi ke dalam nilai Rupiah. Harga 
yang diterima pada tingkat pabrik adalah 
sebesar Rp 30.386 per kg. 

Perdagangan karet atau kegiatan 
ekspor dilakukan oleh pihak pabrik karet 
remah. Pengiriman produk olahan karet 
dilakukan melalui pelabuhan ekspor. Biaya 
pengangkutan sampai ke Pelabuhan 
menjadi tanggung jawab dari pihak pabrik/ 
eksportir. Selanjutnya, pihak pabrik/ 
eksportir mengurus dokumen ekspor/ bea 
cukai sampai masuk ke dalam kapal. Biaya 
kapal, pengemasan, dan kcontainer menjadi 
tanggung jawab dari pihak pembeli (buyer/ 
dealer). Pada tahun 2022, volume karet yang 
diekspor melalui pelabuhan Jambi adalah 
147,6 juta ton atau sekitar 7% dari total 
volume ekspor nasional (Gapkindo 2024). 

Setiap aktivitas dalam rantai nilai 
karet alam tidak dapat dipisahkan dari 
peran berbagai aktor yang terlibat di 
dalamnya yaitu petani kecil, pedagang skala 
kecil, pedagang skala besar, industri 
pengolahan (pabrik karet remah),  
eskportir/importir, dan konsumen akhir. 
Adapun gambaran aktor dan aliran produk 
setiap aktivitas dalam rantai nilai karet alam 
di Provinsi Jambi ditampilkan pada Gambar 
3. 
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Dimensi Struktur tata kelola
Tata kelola (governance) merupakan 

tahapan analisis rantai nilai setelah proses 
pemetaan. Analisis tata kelola memainkan 
peranan penting dalam rantai nilai global 
karet karena dapat menggambarkan 
interaksi yang terbentuk di antara pelaku 
rantai nilai. Para pelaku dalam rantai nilai 
bekerjasama dan berupaya menghasilkan 
suatu nilai terhadap produk. Nilai produk 
yang dihasilkan berdasarkan adanya 
aktivitas yang saling berhubungan diantara 
setiap pelaku seperti sistem koordinasi, 
regulasi dan persyaratan tertentu, serta 
mekanisme kendali. Tata kelola rantai nilai 
berusaha untuk menjamin bahwa semua 
peserta dalam rantai nilai berkolaborasi 
secara  e fekt i f  dan e f is ien untuk 
mengoptimalkan keuntungan bagi semua 
pihak yang terlibat dan menciptakan nilai 
bagi pelanggan. Struktur tata kelola dalam 
rantai nilai global menurut Gereffi et al. 
(2005) ditentukan dari nilai yang terbentuk 
dari variabel kompleksitas transaksi, 
kemampuan kodifikasi, dan kapabilitas 
pemasok. 

1. Kompleksitas transaksi
Pengetahuan akan kompleksitas 

informasi dan transfer pengetahuan tentang 
spesifikasi produk diperlukan untuk 
mempertahankan keberlanjutan  hubungan 
transaksi antar pelaku di dalam rantai nilai. 
Apabila kompleksitas pertukaran informasi 
rendah, maka tata kelola transaksi dapat 
diatur dengan sedikit koordinasi, sehingga 
membutuhkan sedikit atau tidak ada 
kerjasama formal antara para pelaku. 
Sebaliknya, jika kompleksitas informasi 
transaksi tinggi maka interaksi yang intens 
antar aktor akan terbentuk, untuk itu 
dibutuhkan adanya saling kepercayaan dan 
saling ketergantungan.

Informasi dan pengetahuan ini 
mencakup karakteristik produk dan 
informasi yang diperlukan untuk memenuhi 
spesifikasi produk yang dipersyaratkan. 
Dalam transaksi antar aktor dalam rantai 
nilai terdapat aktivitas pertukaran informasi 
dan pengetahuan yang diperlukan dalam 
kegiatan jual beli. Karakteristik bokar yang 
dihasilkan berbeda-beda tergantung lokasi 
dan mata rantai. Petani melakukan proses 
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produksi sesuai dengan permintaan aktor 
pada mata rantai selanjutnya. Kemampuan 
petani memenuhi karakteristik produk 
merupakan hasil dari pertukaran informasi 
yang didapat dari pedagang pengumpul 
ataupun dengan aktor lainnya.

Pada umumnya, karakteristik bahan 
olah karet (bokar) tidak terlalu komplek dan 
sederhana. Petani menghasilkan bokar 
sesuai dengan karakteristik bokar yang 
diminta oleh pedagang ataupun pabrik. 
Bahan olah karet yang dihasilkan petani 
adalah dalam bentuk lum mangkok dan slab 
lum. Adapun karakteristik yang menjadi 
penilaian mutu bokar adalah kebersihan 
dengan toleransi kadar kotoran 5% dan jenis 
pembeku.  Petani dan pedagang hanya 

berkoordinasi terkait dengan waktu 
penjualan dan harga serta pada beberapa 
kasus terkait dengan volume bokar yang 
diperdagangkan.  

Menurut para aktor di dalam rantai 
nilai karet alam di Provinsi Jambi, 
kompleksitas informasi dan pengetahuan 
yang diperlukan dalam hal spesifikasi dan 
transaksi jual beli di sepanjang rantai dinilai 
cukup beragam (Tabel 4). Berdasarkan data 
pada Tabel 4 diketahui bahwa persentase 
indeks kompleksitas transaksi adalah 47.85 
persen. Nilai persentase indeks tersebut 
berada dalam kisaran 0 - 50 persen, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 
kompleksitas transaksi termasuk kategori 
rendah.

Agustina, Nurmalina, Fariyanti, dan Burhanuddin

1. Kodifikasi informasi
Kodifikasi informasi adalah sejauh 

mana informasi dan pengetahuan dalam 
rantai nilai dapat dibuat standar teknis 
tertentu. Dengan adanya kemampuan 
kodifikasi yang tinggi atau kemudahan 
dalam menerjemahkan spesifikasi produk 
menjadi standar teknis/standar tertulis, 
informasi yang kompleks dapat disalurkan 
dengan sedikit koordinasi eksplisit. Apabila 
hal ini terjadi maka biaya transaksi yang 
diperlukan untuk beralih ke mitra/pemasok 
baru akan semakin rendah. Sedangkan jJika 

informasi transaksi kompleks dan sulit 
dikodifikasi (kemampuan kodifikasi rendah), 
maka akan terjadi saling ketergantungan 
antar aktor, dan biaya untuk beralih ke 
mitra baru akan tinggi. 

Pada penelitian ini, kodifikasi merujuk 
pada bagaimana informasi dan pengetahuan 
yang diperoleh selama transaksi dapat 
dijadikan standar teknis dan diadopsi oleh 
aktor sepanjang rantai. Ketika kompleksitas 
pertukaran informasi terkait pembelian dan 
produksi karet alam dinilai tinggi, informasi 
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tersebut akan diterjemahkan ke dalam 
standar teknis dengan dua kemungkinan, 
yaitu dengan mudah atau sulit. Hasil 
analisis menyatakan informasi dalam rantai 
nilai dalam rentang mudah hingga sangat 
mudah untuk dikodifikasi (Tabel 5). Tabel 5 
menunjukkan bahwa persentase indeks 
kodifikasi informasi adalah 53.29%. Karena 
Nilai indeksnya di atas 50%, dapat 
disimpulkan menyimpulkan bahwa 
kodifikasi informasi berada dalam kategori 
tinggi. 

1. Kapabilitas pemasok
Variabel penentu yang terakhir adalah 

kemampuan pemasok dalam memenuhi 
persyaratan transaksi yang diminta oleh 
pembeli. Apabila pemasok tidak memiliki 
kemampuan yang cukup, seperti tidak dapat 
menyediakan barang yang memadai dalam 
hal kualitas, kuantitas, atau ketepatan 
waktu, maka dapat berdampak buruk pada 
kinerja rantai nilai, misalnya menghambat 
produksi atau menambah biaya. Pemasok 
yang mempunyai kapabilitas rendah 
terancam dapat dikeluarkan dalam rantai 
nilai untuk meminimalkan risiko dan 
memastikan efisiensi dan mutu produk.

Kemampuan dan keterampilan 
keseluruhan pelaku dalam rantai nilai karet 
alam untuk memenuhi spesifikasi karet 
yang dibutuhkan berada pada rentang 
sedang sampai sangat mampu (Tabel 6). 
Berdasarkan Tabel 6, nilai indeks 
kemampuan pemasok di Provinsi Jambi 

adalah sebesar 64,51%. Oleh karena 
itu,Nilai ini mengindikasikan bahwa 
kemampuan aktual dan potensial pemasok 
dalam memenuhi persyaratan, kuantitas, 
dan standar kualitas yang diminta oleh 
pembeli dapat diklasifikasikan sebagai 
berada dalam kategori tinggi.

Secara umum, petani menyatakan 
bahwa mereka masih mampu untuk 
memasok karet meskipun beberapa orang 
petani menyatakan ketidakmampuan 
mereka karena faktor umur. Selain itu 
beberapa orang petani juga menyatakan 
tidak mampu memasok karet karena 
tanaman karet kurang menguntungkan. Di 
tingkat pasar lelang/UPPB, pedagang kecil, 
dan pedagang besar menyatakan bahwa 
kemampuan memasok mereka sangat 
tergantung dari kemampuan petani. Apabila 
produksi di tingkat petani terus menurun, 
maka secara beriringan kemampuan mereka 
juga akan menurun. Pedagang dengan 
bahan baku yang cukup dari petani akan 
mengirimkan bahan tersebut ke pabrik tepat 
waktu. Dengan pasokan dari pedagang, 
pabrik karet remah mampu memenuhi 
kuantitas dan kualitas yang diinginkan dari 
pembeli. 

Berdasarkan hasil analisis dari tiga 
variabel yang membentuk struktur tata 
kelola, maka struktur tata kelola rantai nilai 
karet alam di Provinsi Jambi termasuk 
dalam kategori market governance. Mengacu 
pada  kerangka  ta ta  Ke lo la  yang  
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dikembangkan oleh Gereffi, kombinasi 
antara (1) rendahnya kompleksitas 
transaksi, (2) tingginya tingkat kodifikasi 
informasi, dan (3) kemampuan pemasok 
yang tinggi dalam memenuhi standar 
pembeli menjadi indikator utama dari 
struktur tata kelola tersebut (Tabel 7).

Tata kelola dengan tipe market 
merupakan bentuk tata kelola yang paling 
mendasar, di mana pembeli dan penjual 
berinteraksi di pasar spot dengan biaya 
peralihan yang rendah (Gambar 5). Pemasok 
dapat membuat produk dengan input 

minimal (misalnya spesifikasi dan informasi) 
dari pembeli dan dengan sedikit koordinasi. 
Transaksi berulang dapat terjadi, tetapi 
hubungannya tidak bersifat jangka panjang. 
Biaya transaksi yang terjadi pada tata kelola 
market relatif rendah, sehingga para aktor 
dapat dengan mudah berpindah untuk 
melakukan transaksi. Pengaturan pada tata 
kelola market relatif sederhana dan berfokus 
pada harga, terutama ketika terdapat 
banyak pemasok yang tersedia karena 
sedikitnya persyaratan bahan baku dari 
pembeli (Mola et al. 2017).
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Pada usahatani karet, petani dapat 
menghasilkan bahan olah karet rakyat 
(bokar) dengan minimal input dari pembeli 
(pasar lelang/ UPPB/ pedagang/pabrik) 
karena semua input yang dibutuhkan petani 
pada tahap pengolahan awal lateks 
diperoleh dengan pembiayaan dari petani 
sendiri.  Koordinasi yang terjadi antara 
petani dan pembeli hanya berupa informasi 
harga, mutu, dan volume bokar dengan 
biaya transaksi yang rendah. Informasi 
tersebut dikoordinasikan dengan mudah, 

misalnya dengan memanfaatkan telepon 
seluler. Hubungan transaksi yang terjadi 
bersifat on the spot dan tidak ada keterikatan 
antara aktor. Kapasitas transaksi 
ditentukan dari kemampuan petani sebagai 
aktor awal di dalam rantai nilai. 
Kemampuan memasok bahan baku yang 
tinggi di tingkat petani selanjutnya akan 
menentukan kemampuan aktor-aktor lain 
pada rantai nilai untuk memenuhi 
permintaan dari konsumen akhir. 

Tata Kelola Rantai Nilai Global Karet Alam di Provinsi Jambi

Beberapa penelitian mengenai tata 
kelola menunjukkan bahwa karakteristik 
r an ta i  n i l a i  y ang  be rbeda  akan  
menghasilkan jenis tata kelola yang berbeda 
––(Kennedy et al. 2017). Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor diantaranya adalah 
kompleksitas produk, ketergantungan pada 
teknologi, skala produksi, serta keterlibatan 
banyak pihak. Di Indonesia sebagian besar 
rantai nilai dicirikan oleh rantai panjang, 
terdisintegrasi secara vertikal, produksi 
didominasi oleh petani kecil, namun jumlah 
pembeli yang sedikit menyebabkan 
ketidakseimbangan kekuatan yang 
menguntungkan pembeli dan perantara. Di 
India, dicirikan oleh rantai nilai pendek, 
terintegrasi secara vertikal, campuran 
produksi skala besar dan petani kecil. 
Demikian pula, di Cina dicirikan oleh rantai 

nilai pendek, terintegrasi secara vertikal, 
terutama dari petani kecil ke pabrik 
pengolahan karet, dan ke produsen produk 
akhir, dengan perusahaan besar milik 
negara sebagai pembeli yang dominan dan 
sangat kompetitif.

Selanjutnya, hasil studi Strasser et al. 
(2024) menyebutkan bahwa hubungan 
antara pedagang perantara dan petani karet 
dalam banyak kasus dapat digambarkan 
sebagai captive dimana pemasok (petani 
skala kecil) sangat bergantung pada pembeli 
mereka (perantara/pengolah) karena 
mereka sering kali tidak memiliki kontak 
l a n g s u n g  d e n g a n  p e r u s a h a a n  
utama/pembeli internasional, menghadapi 
biaya peralihan yang tinggi, dan tidak 
memiliki kemampuan untuk mengolah karet 
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sendiri. Studi ini juga menyoroti bahwa 
petani skala kecil cenderung menjual ke titik 
pengumpulan yang sama karena a) 
kedekatannya (petani harus menanggung 
biaya bensin untuk mengangkut sendiri 
hasil panen mereka ke titik pengumpulan 
dan dengan demikian lebih memilih titik 
pengumpulan yang dekat) dan b) koneksi 
sosial (biasanya, petani dan pengumpul 
saling mengenal dan percaya serta 
membangun hubungan lokal yang kuat). Hal 
ini menunjukkan bahwa aspek relasional 
juga dapat memengaruhi hubungan 
kekuasaan pada tahap rantai nilai karet, 
karena petani dan perantara sering kali 
terhubung melalui hubungan kepercayaan, 
berdasarkan kedekatan spasial, pengaruh 
sosia l ,  dan reputasi .  Kondis i  in i  
menunjukkan bahwa struktur tata kelola 
bersifat tidak pasti. 

Struktur tata kelola captive pada 
rantai nilai global karet alam dapat 
terbentuk pada suatu sistem yang 
memungkinkan perusahaan besar  
mengontrol dan mengkoordinasikan 
aktivitas produksi, pengolahan, dan 
distribusi karet baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Struktur ini dapat 
terbentuk apabila suatu perusahaan besar 
misalnya perusahaan ban ataupun 
perusahaan pabrik pengolah karet 
mengontrol secara langsung kegiatan 
produksi dan distribusi karet untuk 
kebutuhan perusahaan mereka. Selain itu, 
peran negara juga sangat penting untuk 
terbentuknya struktur tata kelola captive. 
Misalnya seperti di negara Thailand, dimana 
negara melalui Rubber Authority of Thailand 
(RAOT) menjadi sebuah badan yang memiliki 
otoritas dalam mengatur industri karet di 
Thailand. RAOT mengatur seluruh aspek 
industri karet di Thailand, memastikan 
kepatuhan petani dan perusahaan terhadap 
regulasi yang ditetapkan.

Terbentuknya struktur tata kelola 
market pada rantai nilai karet di Provinsi 
Jambi menunjukkan bahwa para pelaku di 
dalam rantai nilai bersifat independen dan 
tidak saling terikat, meskipun dalam 
beberapa hal keterikatan petani dan 
pedagang dapat terjadi karena hutang 
piutang. Demikian pula halnya antara 
pedagang dan pabrik karet remah. 
Penentuan harga yang terjadi atas dasar 
mekanisme pasar, yaitu berdasarkan 

permintaan dan penawaran karet di pasar 
lokal, nasional, dan internasional. Petani 
dan perusahaan pengolah karet sangat 
bergantung pada harga pasar global yang 
cenderung berfluktuasi. Selain itu, kualitas 
karet yang dihasilkan beragam sehingga 
mempengaruhi harga yang diterima oleh 
petani. 

Peningkatan struktur tata kelola 
market ini dapat dilakukan melalui 
beberapa upaya, misalnya perusahaan 
pengolahan karet dapat menjalin kemitraan 
dengan petani yaitu dengan membeli bahan 
olah karet petani sesuai standar mutu yang 
telah ditentukan dan kapasitas tertentu, 
serta pada tingkat harga yang layak bagi 
petani. Kemitraan ini dapat juga diikat 
melalui kontrak jangka panjang sehingga 
dapat memastikan ketersediaan bahan baku 
dan mengontrol harga yang diterima petani. 
Pemerintah juga dapat berperan melalui 
pembinaan kepada petani karet baik dari 
aspek budidaya, pengolahan, dan 
pemasaran. Bantuan teknis dan pengenalan 
teknologi pada petani juga sangat 
diperlukan untuk peningkatan rantai nilai di 
Provinsi Jambi. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tipe tata kelola rantai nilai global 
karet alam di Provinsi Jambi adalah tipe 
market, dengan kompleksitas transaksi yang 
rendah,  kodi f ikas i  in formasi  dan 
kemampuan supplier yang tinggi. Tipe tata 
k e l o l a  i n i  menun jukkan  t i n gka t  
ketergantungan penuh pada pasar sehingga 
memperlemah posisi tawar petani serta 
menciptakan ketimpangan distribusi nilai 
diantara para aktor di dalam rantai nilai. 
Hasil ini sejalan dengan temuan analisis 
aktivitas rantai nilai dan pemetaan aktor. 
Sebagian besar petani lebih memilih menjual 
produksinya menggunakan aktor perantara 
seperti pasar lelang/UPPB, pedagang skala 
kecil, atau pedagang skala besar. Rantai 
industri lebih berfokus pada kuantitas, 
kegiatan pengolahan sederhana, aliran 
produk cepat, tidak ada kemitraan atau 
kontrak dengan pemasok atau konsumen, 
d a n  h a r g a  p a s a r  m e n e n t u k a n  
mekanismenya. Dalam konteks tata kelola 
provinsi, kondisi ini menunjukkan 
lemahnya koordinasi antar aktor serta 
belum optimalnya peran kelembagaan lokal. 
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Implikasi manajerial bagi pemerintah dari 
hasil penelitian ini adalah perlunya fasilitasi 
kolaborasi dan kemitraan di antara berbagai 
aktor dalam rantai nilai untuk mendorong 
sistem tata kelola yang lebih partisipatif dan 
inklusif. Selain itu, bantuan teknis dan 
pemantauan serta pengawasan kepada 
pasar lelang dan UPPB harus lebih intensif 
sehingga kelembagaan pemasaran dapat 
ditingkatkan. Pendekatan yang lebih 
terintegrasi dan inklusif ini menjadi kunci 
untuk mentransformasi tata kelola menuju 
sistem yang lebih adil, kolaboratif, dan 
berkelanjutan.
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